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TENTAI{G

IZXN OPERASIONAL SEKOLAI{ MENENGATI ATAS ISL,AIVI T'ER.PADU
TIGO PUTEIT.A DESA T,ONTOMARAN.NU KEC}TMATAN I,.A,U KABUP"A.TEN MARos

Menimbang a. bahwa untuk meningkatkarr pelayanan masye^rakat urrtrrk
memperoleh pendiclil<an pada tingkat Sekolah Menengah r\tas
Is1am Terpadu Tigo Putera di l)esa Bontomarannu Kecarrratan
Lau Kabupaten Maros,.maka perlu diadakan pembtikaan
Sekolah Menengah Alas;

b. bahvra untuk memenuhi maksud point cliatas, pe-,rlu
di.terbitkan lzjrn Operasional Sekolah lvlenengah Atas Islani.
Terpadu Tigo Putera dal.am bentuk Surat 1(epr-rtusan.

: L. undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 terrtang Penrbentukan
Daer:ah Tingkat Ii di Sul.au'esi Selatan (Lernbaran Nega.ra
Itepublik Indonesia Ta-hun 1959 Nomor 74, Tambaharr
Lembaran Negara Republik ind.onesia l,iornor tB'22);

2. Undang-lindang Nomor 2 Tahun 1989 yarrg dirubah menjadi
Undang-undang Nomor 2A Tahun 2003 tent_sng Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran l\tregara Repubiik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negarra Republik
Indonesia Nomor a301);

. 
I\Olror,-fJL,ri;

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Penerinrai-r
I)aerah (L,embaran Negara Republik Indonesja 'lahun 1999
Nomor 50, Tamtrahan Lembaran Negara liornor 3839);

4. Undang-Und.an.g Nomor 25 'l'ahun 1999 tentang Ker,venangan
Pemerintah dan i(ewenangan Provinsi sebagai Daeratr
Otonomi (Lt:mbaran Negara Tahun 1999 Irlomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Undang-uncl.ang Nomor' 28 Taiiun I999 tenrang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Konrpsi.
Koltisi dan Nepotisnre (l-embaran Negara P.epuliiik lndo;resia
Tatru'n 1999 Nomor 75, Tamlrahan Lernbaran Neppra n^r"'l"1il'
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6. Peraturan Pernerintah Nomor 17 Tahrrn 2tl1O terr.tan.g
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pend.idikan (lenrbaran
Negara Taleun 2010 Nomor 23, Tarnbahan l,embaran liegara
Nomor 5105) sebagaimana telah d.iubah dengan Peraturanr
Pemerintah.Nomor 66 Tahurr 2010 tentang Perubahan Atas
Peratu.ran iremerintah Nomor 1.7 Tahun 2010 te'nta.ng
Pengelolaan dan Penyeienggaraan Pendidikan (L,embaran
Negara Tahun 2010 Nomor 112. Tarrbahan l.embaran Negara
Nomor 515-/);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun. 1992 tenta:ri Tenerga
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 'lahun
lgg2 Nomor 68, Tambahan l,embararr Nega-ra Reptrbiik
Indonesia Nomcr 3484) sebagaimana te!.ah ciiubah dengan
Peraturan Pemerirrtah. Nomor 39 Tahun 2000;

8. Peraturan Pemerintah lrlomor 39 Tahun 1992 tentang Peran
Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasionai (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambaharr
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

g. Peraturan Pemerintah Nornor' 25 Tahun 2O0O tentang
Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Ko-werrangan
Provinsi sebagai Daera^h Otonorni (Lem.baran Negara Tahun
2000 Nornor 54. Tambahan krnbaral liegara Nornor '3952).',

10. Peraturan Pemerinta"h l\omor 2A Tahrrn 2001 tentang
Pembinaan rlan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran lrlegara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 4ll, Tambahai: Lemtraran Negara
Republik Indonesia Nomor a09O);

ll.Keputusan Presioen l.Iomor 44 Tahurr 1999 tentang Teknis
Penyusunan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan
Undang-Undang, Rancangan Peratu.rarr Pernerin:tah dan
Rancangan Keputusan Presiden (l,enabaran Nega.ra'[ah.un
1999 Nomor 70);

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 'lahun 2001
tentang Teknis Penyusunan clan Materi lvluatan Prod,uk-
produk Daerah;

13, Keputusar Menteri Pendidikan Nasic'rrral I\iornor 060 IIJ l2OA2
tentang Pedomair Pendi::ian Sekolah.

Memperhatikan: 1. Surat Permohona:r Ketua Yayasan . Nomor :

003/YPTP/DS/2016, tserita Acara Serah Terima Aset antara
Ketua Yayasan Sanur Sulawesi Seiatan ciengan Ketua
Yayasan' Pendiriikan Tigo Prttera }.lomor :

04/YS/SUI-SEL/U /2}rc dan Nomor' : 001 /YPTPiDS/2Arc.
2. Akte Notaris Mohad,i, SH. No. 52 Tangga-l24 Januari 2OO2,.
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ME[TUTUSKAI{

Menyetujui izin Operasional Sekoialr. Menengah Atas
Terpadu Tigo Pute.ra Desa Bontomarannu Kecarnatan Lau.

Sekolah Menengah Atas Islam Terpadr-r Tigo Putera.
Bont-omarannu Kecamatan Lau rlapat rnenerima Siswa
Tahun Pelajarern 2016.

Islarn
;.{

Desa i
Baru

KETIGA

KEEMPAT

Segala biaya yang digunakan dahm Pembukaan Se$olah ini
clibebankan pada Yayasan Tigo PuLera Kabupaten Merros.

Keputusin ini mulai berlaku sejak tanggal. ditetapkan

Ditetapkan di
Pada tan

Maros
l| fEh4ra*aa' LtG

dikan

Tembusan Yth :

ffidiMaros;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan ili Makassar;
3. Kepala Wilayatr Kecamatan Lau rli Maros;
4. Kepala UPTD Pendidikan KecamaLan La.u Cti Maros;
5. Koordinator Pengawas Sekoiah Kab. Maros;
6. Arsip.
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